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KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengatur sistem
perencanaan pembangunan nasional di Indonesia secara sistematis dan
terintegrasi, yaitu keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu)
maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada
ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) untuk jangka pendek kurun waktu 1 (satu) tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2026 bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan di
daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi
perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah.

Sejalan dengan ketentuan di atas, penyusunan RKPD Tahun 2026
dilaksanakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah
terpilih yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, di mana seluruh komponen perencanaan
dijabarkan secara sistematis ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
indikator kinerja, dan program prioritas. Pendekatan tersebut bertujuan untuk
menjamin konsistensi serta keterpaduan antara dokumen perencanaan jangka
menengah dan rencana kerja tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan
daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan selaras dengan sasaran
pembangunan nasional.

Dalam kerangka tersebut, RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 disusun
untuk memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun, Program
Strategis Nasional, serta kesepakatan yang dihasilkan pada Rakortekbang Nasional
Tahun 2025. Dengan demikian, RKPD ini diharapkan menjadi instrumen
perencanaan tahunan yang komprehensif, selaras dengan arah kebijakan
pembangunan nasional dan daerah, serta mampu menjawab kebutuhan dan
tantangan pembangunan Kota Banda Aceh secara efektif.

RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 ini disusun melalui tahapan sebagai
berikut:
1) Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
2) Penyusunan Rancangan RKPD;
3) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD; dan
4) Penetapan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang RKPD.

Di samping itu, penyusunan RKPD dilakukan dengan menggunakan
pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, bottom-up dan top-down.

1. Pendekatan teknokratis yaitu dengan menggunakan metode dan kerangka
berfikir ilmiah oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsional
bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja
dan perencanaan pembiayaan
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2. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok pokok
pikiran yang bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh
pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) antara lain melalui
mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

4. Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari gampong,
kecamatan, kota, provinsi dan nasional.

S. Proses top-down menekankan bahwa tema, arah kebijakan dan prioritas
pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 ini, penetapan
program dan kegiatan prioritas juga mengacu kepada kebijakan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah, yaitu “Money Follow Program”. Adapun tema yang
diusung dalam RKPD ini adalah "Penguatan pemenuhan layanan dasar pendidikan,
kesehatan, perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
dan pembangunan kemitraan pembangunan”. Tema tersebut dipilih sebagai
penegasan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memastikan layanan
dasar terpenuhi secara optimal, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan,
serta membangun kemitraan pembangunan yang berkelanjutan sebagai strategi
pencapaian sasaran pembangunan daerah pada tahun 2026.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tema RKPD Kota Banda Aceh
Tahun 2026 secara partisipatif dan inklusif, penyusunan RKPD dilaksanakan
melalui mekanisme perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Mekanisme tersebut mencakup pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat gampong,
kecamatan, hingga kota, serta penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik. Forum
Konsultasi Publik bertujuan menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat
terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan Kota Banda Aceh. Hasil
Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik menjadi dasar penyusunan Rancangan
Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan APBK Banda Aceh.

Dalam mewujudkan perencanaan yang baik dan terintegrasi, seluruh
dokumen perencanaan harus saling mendukung pencapaian kinerja satu sama
lain. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima)
tahun yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan program tahunan. RKPD berisi
Rencana Kerja (Renja) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun yang bersangkutan yang
didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada
Rancangan Awal RKPD. Atas dasar ini, maka masing-masing SKPD/OPD memiliki
arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya. Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah
Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada
RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJP Aceh Tahun 2025-
2045, Rancangan Akhir RPJM Aceh Tahun 2025-2029, serta Rancangan Akhir
RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Seluruh acuan tersebut dijabarkan
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secara sistematis dan teknokratis ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, indikator kinerja, dan program prioritas yang sejalan dengan visi, misi,
serta program kepala daerah terpilih. Sebagai bagian dari satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan RKPD ini dilakukan
dengan mempertimbangkan keterkaitan prioritas, kebijakan, dan arah
pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

2 A
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
KOTA BANDA ACEH

2025-2045 TAHUN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045

NEGARA NUSANTARA BERDAUL AT
MAJU, DAN BERKELANJUTAN,

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG NASIONAL
2025-2045

A

JANUARI 2024
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Gambar 1. 1 Dokumen RPJPN 2025-2045, RPJP Kota Banda Aceh 2025-2045
dan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Penyusunan RKPD Tahun 2026 mengikuti perkembangan capaian
pembangunan Kota Banda Aceh tahun-tahun sebelumnya. Adapun beberapa
capaian indikator makro pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2024
menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh tahun 2024 tercatat sebesar 6,08 persen
meningkat dengan cukup baik sebesar 1,02 poin dibandingkan tahun 2023 yang
tumbuh sebesar 5,06 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami
peningkatan sebesar 0,53 poin dari 88,32 tahun 2023 menjadi 88,85 pada tahun
2024. Sementara itu, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh
pada tahun 2023 sebesar 7,04 mengalami penurunan sebesar 0,09 persen menjadi
6,95 tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan
sebesar 0,48 poin dari 8,03 persen tahun 2023 menjadi 7,55 persen tahun 2024.
Dari beberapa capaian indikator makro pembangunan Kota Banda Aceh tahun
2024 menunjukkan kinerja yang positif, namun beberapa indikator masih
memerlukan kerja keras agar terjadi kenaikan dalam pencapaian pembangunan
Kota Banda Aceh.

Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, penyusunan RKPD Kota Banda Aceh
Tahun 2026 ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Tahun ini merupakan tahun ketiga proses penerapan aplikasi SIPD RI Kemendagri
dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.

_<
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Selamat Datang di, PROVINSI

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia
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Solusi inovatif untuk menisvgiatican efisiensi dan transparansi daiam pengelolasn keuangan -
¢ pemerintahan daerah,

Gambar 1. 2 Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam
Penyusunan RKPD Tahun 2026

Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, baik di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan
sistem pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, efektif dan efisien dalam
perencanaan dan penganggaran di daerah yang terintegrasi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 disusun berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

«
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Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
maka redaksional SKPD diganti menjadi Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889
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Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah);

34.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

35.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi
Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun
Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus
(Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh
Nomor 12);

36.Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014
Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

37.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 130);

38.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);

39.Qanun  Aceh  Nomor 8 Tahun 2025 tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2025 - 2045;

40.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

41.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah
Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banda Aceh Nomor 11);

42.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);

43.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 1);

44.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025 -
2029;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 berpegang
pada dokumen perencanaan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Adapun
dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pendukung penyusunan RKPD
Kota Banda Aceh Tahun 2026, yaitu: RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan
Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional Tahun 2026; RPA Tahun 2023-2026
dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Aceh Tahun 2026; serta RPJP Kota Banda
Aceh Tahun 2025-2045 dan Rancangan Akhir RPJMK Kota Banda Aceh Tahun
2025-2029. Untuk mengetahui secara rinci tentang hubungan antar dokumen

«
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dalam penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 ini dapat dilihat pada
Gambar 1.3 di bawah ini:
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Gambar 1. 3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara
sistematis dan terintegrasi. Perencanaan pembangunan berdasarkan ruang lingkup
waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka
pendek kurun waktu 1 tahunan. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan
tahunan selama 5 tahun yang ada didalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam
RPJMD.

RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota
Banda Aceh Tahun 2023-2026. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh SKPD pada
tahun yang bersangkutan. RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 merupakan
pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026,
yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Banda Aceh Tahun 2026
yang selanjutnya disahkan menjadi APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal
25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam
penyusunan RAPBD. Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD menjadi
pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 ini adalah
untuk mewujudkan konsistensi, integrasi dan sinergi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar
sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menjadi pedoman
dalam pembangunan Kota Banda Aceh untuk tahun 2026.

Tujuan penyusunan RKPD Kota Banda Aceh 2026 adalah:

1. Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026 dalam rangka
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2026;
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2. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2026;
3. Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
4. Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum yang
digunakan dalam penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud dan
tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPD, dan
permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi tahun 2024, perkiraan tahun 2025
dan tantangan serta prospek perekonomian tahun 2026, arah kebijakan ekonomi
daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara eksplisit prioritas dan sasaran pembangunan daerah
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024, dan capaian kinerja
yang direncanakan dalam RPJMD, tujuan dan sasaran pembangunan, serta
prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026.

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan
tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja
Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah secara umum digunakan untuk
menggambarkan kondisi suatu daerah. Aspek-aspek tersebut juga akan digunakan
untuk menggambarkan kondisi Kota Banda Aceh di dalam dokumen RKPD 2026.
Berikut merupakan gambar Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi ikon sekaligus
kebanggaan Kota Banda Aceh.

Gambar 2. 1 Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh

2.1.1
2.1.1.1

Aspek Geografi dan Demografi
Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Secara geografis, letak Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh
sangat strategis. Kota Banda Aceh berada di bagian barat Indonesia dengan letak
geografis berada antara 05°30’ - 05°35’ LU dan 95°30’-99°16’ BT. Kota ini terdiri dari
9 (sembilan) Kecamatan dengan 90 Gampong. Luas wilayah Kota Banda Aceh secara
administratif adalah 61,36 km?2 atau 6136 Ha, namun berdasarkan hasil digitasi GIS
Citra Satelit Resolusi Tinggi pada Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh secara
spasial mengalami perubahan luas wilayah yaitu menjadi 59,002 km2. Berkurangnya
luas wilayah tersebut akibat adanya bagian daratan di pesisir sepanjang garis pantai
Kota Banda Aceh yang masuk ke area perairan laut dan penyesuaian tapal batas
gampong setelah terjadinya bencana Tsunami 2004. Luas wilayah administrasi Kota
dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini:

Tabel 2. 1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No Kecamatan Luas Secara administrasi | Luas secara Digitasi Spasial
( Km?) Persentase ( Km?) Persentase
1 |Kec. Meuraxa 7,260 11,83 8,459 14,34%
2 | Kec. Baiturrahman 4,540 7,40 4,142 7,02%
3 |Kec. Kuta Alam 10,050 16,38 9,587 16,25%
4 | Kec. Syiah Kuala 14,240 23,21 13,591 23,03%
S |Kec. Ulee Kareng 6,150 10,02 5,182 8,78%
6 |Kec. Banda Raya 4,790 7,81 4,949 8,39%
7 |Kec. Kuta Raja 5,210 8,49 3,889 6,59%
8 |Kec. Lueng Bata 5,340 8,7 4,445 7,53%
9 |Kec. Jaya Baru 3,780 6,16 4,759 8,07%
Jumlah 61,360 100,00 59,002 100,00

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2024
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Luas Wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan RTRW Kota Banda Aceh 2009-
2029 (Revisi Tahun 2018) dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
RENCANA TATARUANG WILAYAH
KOTA BANDA ACEM 2009-2029
(REVISI TAHUN 2016)

PETA ADMINISTRAS!
KOTA BANDA ACEH

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)
Gambar 2. 2 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh

Secara administrasi batas-batas wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara :  Selat Malaka

Sebelah Timur :  Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam,
Kabupaten Aceh Besar

Sebelah Selatan :  Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya,
Kabupaten Aceh Besar

Sebelah Barat :  Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

2.1.1.2 Topografi

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m
sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian
0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan
(lereng) antara 2-8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif
rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya
pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian Utara atau pesisir
pantai.

Dalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi
merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian
kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang
dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di
sebelah Barat dan Timur dan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut
dengan mulut menghadap ke laut. Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat
berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup
bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota,
kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-
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rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah
permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut. Lebih jelasnya
gambaran kondisi topografi kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.3.

PETA KEMIRINGAN LERENG
BANDA ACEH SEKITARNYA
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Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)
Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh

Berdasarkan Gambar 2.3 di atas dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh
terletak pada dataran rendah dengan kemiringan 0-5%.

2.1.1.3 Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas
formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi
batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur
(di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi
batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam. Geomorfologi daerah pesisir Kota
Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi dataran yang terdapat di pesisir pantai
utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir
pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa. Daerah
dataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin
yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang
terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang
memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan
subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat
tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen
dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan
bahan-bahan aluvial/ koluvial dari daerah sekitarnya.
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2.1.1.4 Geologi
Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang

dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar
Semangko (Semangko Fault). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan
terhadap gempa dan longsor. Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia
berjarak +130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap
Tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks,
terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan
gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, dan secara umum dibagi
atas 4 (empat) kelompok, yaitu :

1. Alluvium

2. Batuan Kuarter (sedimen dan volkanik)

3. Batuan Tersier (sedimen dan volkanik)

4. Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier

Untuk mengetahui kondisi geologi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada
Gambar 2.4 di bawah ini.

da Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)
Gambar 2. 4 Kondisi Geologi Kota Banda Aceh

Sumber : RTRW Kota Ban

Pada Gambar 2.4 di atas menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di
Pulau Sumatera dan juga kedudukan-nya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda
Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah
dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut
diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota.

2.1.1.5 Hidrologi

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi
diantaranya sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku dan kegiatan
perikanan. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan
tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota
sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur
ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan
kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru,
Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng danKecamatan Banda Raya. Untuk
mengetahui nama sungai dan panjang alirannya, dapat dilihat pada Tabel 2.2 di
bawah ini.
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Tabel 2. 2 Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh
"N | Panjang (Km)

1 Krueng Aceh 723,60
2 Krueng Daroy 3,60
3 Krueng Doy 2,00
4 Krueng Neng 4,10
5 Krueng Lueng Paga 26,33
6 Krueng Tanjong 2,25
7 Krueng Titi Panjang 1,60
8 Krueng Kon Keumeh 3,27
9 Krueng Geunasen 1,25

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa Krueng Aceh merupakan sungai
yang terpanjang alirannya, yaitu 723,69 Km, sedangkan Krueng Geunasen
merupakan sungai yang terpendek alirannya, yaitu hanya sepanjang 1,25 Km. Secara
umum permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya pendangkalan sungai yang
dapat menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan. Di samping itu,
permasalahan lainnya adalah pemanfaatan lahan oleh masyarakat disepanjang aliran
sungai hulu dan hilir yang dapat menggangu lancarnya aliran sungai khususnya pada
saat hujan.

Untuk mengetahui hidrologi Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada Peta
Hidrologi Kota Banda Aceh pada Gambar 2.5 berikut ini:

- | PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BANDA ACEH 2009-2029
(REVISI TAHUN 2017)

PETA HIDROLOGI
KOTA BANDA ACEH
U

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029
Gambar 2. 5 Hidrologi Kota Banda Aceh

2.1.1.6 Klimatologi

Menurut Schmidt dan Ferguson, untuk menentukan tipe iklim adalah
dengan menghitung angka perbandingan antara rata-rata bulan kering (BK) dengan
bulan basah (BB) dikali 100%. Bulan kering ditandai dengan jumlah curah hujan
kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah jumlah curah hujan di atas 100
mm. Kondisi iklim Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.3.
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Tabel 2. 3 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2023

No Bulan Curah Hujan Hari Hujan Suhu Kelembaban
(mm) (hari) (°C) (%)
1 | Januari 603.70 16 26.0 84.10
2 | Februari 355.90 17 26.3 82.60
3 | Maret 253.60 12 26.8 80.00
4 | April 59.80 6 27.8 78.80
S | Mei 64.50 14 28.6 77.20
6 |Juni 72.30 9 28.8 69.30
7 | Juli 111.60 8 28.8 66.70
8 | Agustus 53.70 11 28.2 71.30
9 | September 131.60 20 27.5 75.00
10 | Oktober 199.60 25 26.8 81.50
11 | November 411.90 26 26.6 84.60
12 | Desember 217.90 20 26.7 83.60
Jumlah 253.1 184 - -

Rata-rata 211.3 15 27.4 77.89

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 curah hujan tertinggi di
Kota Banda Aceh terjadi pada Bulan Januari dengan jumlah 603,70 mm, sedangkan
curah hujan terendah tercatat pada Bulan Agustus sebesar 53,70 mm yang
berlangsung selama 11 (sebelas) hari. Data ini merupakan catatan terbaru mengenai
kondisi curah hujan di Kota Banda Aceh. Hari hujan terlama terjadi pada bulan
November yang selama 26 hari. Secara keseluruhan, Jumlah curah hujan selama
tahun 2023 yaitu sebesar 253.1 mm, dengan rata-rata 211,3 mm/bulan. Rata-rata
suhu udara pada Tahun 2023 adalah 27,49C dengan kelembaban rata-rata sebesar
77,89%. Dari hasil perbandingan BK dan BB didapatkan nilai Q sebesar 0,25 yang
menunjukkan tipe iklim pada Kota Banda Aceh termasuk iklim tipe B (iklim basah).

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Berdasarkan kondisi saat ini, kecenderungan perkembangan Kota Banda
Aceh lebih mengarah pada bagian timur dan bagian selatan kota. Di bagian timur,
berada di wilayah Ulee Kareeng dan sekitarnya. Kawasan Ulee Kareng, saat ini telah
didominasi oleh aktivitas perdagangan dan jasa dan aktivitas permukiman. Kawasan
Ulee Kareeng semakin berkembang akibat adanya pergeseran atau perembetan
perkembangan fisik kota dikarenakan kawasan ini tidak ikut terkena dampak bencana
tsunami. Ditambah dengan lokasinya yang tidak jauh dari kawasan pusat pendidikan
yakni Kopelma Darussalam (IAIN, dan Unsyiah) dan Lampoh Keudee (Universitas
Abulyama), kemudian menarik aktivitas lain seperti permukiman yang terlihat dari
tingginya alih fungi lahan dari ex-persawahan menjadi permukiman — permukiman
baru. Sedangkan untuk bagian selatan, perkembangan fisik kota sebagian bahkan
telah merembet hingga ke wilayah kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
Hal ini dikarenakan secara administratif, wilayah yang mengalami perkembangan
berbatasan langsung dengan kabupaten Aceh Besar. Adapun perkembangan dibagian
selatan ini meliputi sebagian wilayah kecamatan Baiturrahman (Neusu) dan
kecamatan Banda Raya (Lamlagang, Lhong Raya, Lampeuot), dan wilayah Batoh dan
Lamdom.
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Perkembangan fisik kota dibagian selatan ini salah satunya dilatar
belakangi karena bagian selatan ini tidak terkena dampak langsung bencana tsunami
2004 silam. Adapun aktivitas yang berkembang di bagian selatan ini meliputi aktivitas
permukiman yang perdagangan dan jasa, permukiman dan olahraga (keberadaan
Stadion Harapan Bangsa Lhoong Raya sebagai sport center). Jenis penggunaan lahan
di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Jenis Penggunaan Lahan di Kota Banda Aceh Tahun 2024

No. Jenis Penggunaan Luas Area (Ha) Pers(t: /Zl)tase
1 | Pemukiman 1.318,21 22,34
2 | Perkantoran dan Perdagangan 220,69 3,74
3 | Fasilitas Kesehatan 36,95 0,63
4 | Fasilitas Pendidikan 70,89 1,20
S5 | Pariwisata 6,85 0,12
6 | Peribadatan 14,48 0,25
7 | Olah Raga 12,23 0,21
8 | Transportasi 1,41 0,02
9 | RTH 209,10 13,54
10 | Perairan 686,74 11,64
11 | Jalan 386,27 6,55
12 | TPA dan IPAL 18,52 0,31
13 | Ruang Terbuka 2.918,23 49,45
14 | Telekomunikasi 0,41 0,01
Jumlah 5.900,99 100

Sumber: PUPR Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa lebih dari separuh luas
wilayah Kota Banda Aceh merupakan ruang terbuka dengan total luasan 2.918,23
hektar atau sekitar 49,45 persen dari keseluruhan kota. Sementara itu, pemanfaatan
lahan untuk kawasan permukiman tercatat sebesar 1.318,21 hektar atau 22,34
persen, menjadikannya penggunaan lahan terbangun terbesar di kota. Selain itu,
perairan juga memiliki porsi yang cukup signifikan yaitu 686,74 hektar atau 11,64
persen. Di sisi lain, penggunaan lahan untuk perkantoran dan perdagangan mencapai
220,69 hektar (3,74 persen), sedangkan fasilitas pendidikan, kesehatan, pariwisata,
peribadatan, dan olahraga secara akumulatif menyumbang porsi yang lebih kecil dari
total luas kota, dengan masing-masing kurang dari 2 persen. Infrastruktur jalan
menempati 386,27 hektar atau sekitar 6,55 persen. Adapun pemanfaatan lahan
dengan porsi terkecil adalah sektor telekomunikasi seluas 0,41 hektar (0,01 persen)
serta TPA dan IPAL dengan luas 18,52 hektar (0,31 persen).

Berdasarkan digitasi dari Citra Satelit Tahun 2015 yang bersumber dari
dokumen RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, luas wilayah Kota Banda Aceh
5.900,20 Ha dengan penggunaan lahan kawasan yang sudah terbangun seluas 3.137,
12 Ha atau 53,17 persen dari luas wilayah kota. Kondisi ini menggambarkan bahwa
lebih dari separuh wilayah Kota Banda Aceh telah mengalami pemanfaatan lahan
untuk pembangunan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6. Pemanfaatan
eksisting lahan terbangun tersebut didominasi oleh kawasan perumahan yang
tersebar hampir di seluruh kecamatan sebagai fungsi utama perkotaan. Selain itu,
terdapat pula penggunaan lahan untuk peruntukan lainnya, seperti fasilitas umum,
kegiatan perdagangan, dan jasa, yang memperlihatkan keragaman aktivitas di wilayah
perkotaan. Sementara itu, sebagian besar area terbangun juga dialokasikan untuk
infrastruktur jalan yang berfungsi menghubungkan antar kawasan, sekaligus
memperkuat struktur jaringan transportasi di Kota Banda Aceh."

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | 7




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

! PETA PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2016

1 Legenda

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029
Gambar 2. 6 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kota Banda Aceh

Di samping itu, untuk mengetahui secara rinci penggunaan lahan
eksisting-lahan belum terbangun dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Eksiting - Lahan Belum Terbangun Kota

Banda Aceh
No T B

1 | Air/Sungai 573.82 21.00
2 | Hutan Kota 19.46 0.71
3 | Jalur Hijau Jalan 58.15 2.13
4 | Jalur Hijau Sungai 20.55 0.75
S | Kawasan Hutan Bakau 308.84 11.30
6 | Kawasan Pariwisata 33.29 1.22
7 | Kebun 179.41 6.56
8 | Lahan Terbuka Produktif 801.61 29.33
9 | Pemakaman 22.85 0.84
10 | Ruang Terbuka Hijau 431.31 15.78
11 | Sawah 9.57 0.35
12 | Sempadan Pantai 37.85 1.38
13 | Sempadan Sungai 102.16 3.74
14 | Taman Kota 37.06 1.36
15 | Taman Pulau Jalan 0.61 0.02
16 | Tambak 96.53 3.53

Total 2733.08 100.00

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Kawasan belum terbangun pemanfaatannya antara lain area air/sungai,
RTH (hutan kota dan taman kota, RTH lainnya), sempadan pantai, sempadan sungai,
jalur hijau sungai, jalur hijau jalan, taman pulau jalan, kebun masyarakat, lahan
kosong masyarakat, lahan pemakaman, sawah, tambak, hutan bakau dan kawasan
wisata. Area yang yang belum terbangun di wilayah Kota Banda Aceh dengan luasan
2.763,08 Ha atau 46,83 persen dari luas wilayah Kota Banda Aceh. Area yang belum
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terbangun didominasi oleh area lahan terbuka produktif, area air/sungai dan ruang
terbuka hijau.

Berdasarkan analisis pemanfaatan lahan eksisting area terbangun dan area
belum terbangun di Kota Banda Aceh dengan menggunakan Citra Satelit keluaran
Februari Tahun 2015, bahwa area tebangun mencapai 53,17 persen dan lahan belum
terbangun 46,83 persen dari luas wilayah kota. Hal tersebut menunjukan bahwa
kecendrungan pembangunan fisik di wilayah Kota Banda Aceh semakin pesat setiap
tahunnya. Oleh karena itu proses perkembangan fisik wilayah kota perlu diantisipasi
terhadap daya dukung dan daya tampung terhadap proses pemanfaatan lahan serta
perlu diantisipasi ketersedian ruang terbuka hijau yang berkelanjutan untuk
keseimbangan ekosistem lingkungan di wilayah Kota Banda Aceh.

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana yang dikemukakan dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kebijakan status PKN juga sudah
ditetapkan di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.
Penetapan Kota Banda Aceh sebagai PKN di dalam RTRW-Nasional merupakan suatu
potensi kebijakan pengembangan wilayah Kota Banda Aceh untuk menjadi skala
prioritas Nasional dalam pembangunan nasional.

2.1.1.8.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Rencana sistem pusat pelayanan dimaksudkan untuk memperjelas hirarki
kota sesuai dengan struktur kota yang ditetapkan sehingga diperoleh suatu sistem
pemanfaatan ruang yang optimal untuk setiap bagian kota. Dalam realitanya,
pengembangan sistem pusat pelayanan akan mempermudah masyarakat kota untuk
mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam sistem struktur ruang Kota Banda Aceh, dikembangkan dengan
Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan terdiri :

Pusat Kota Lama Pasar Aceh — Peunayong
Pusat Kota Baru Batoh/Lamdom

Sub Pusat Kota Lamtemen

Sub Pusat Kota Ulee Karen

H e

Pada tingkat pusat kota terdapat dua kawasan utama, yakni
Peunayong/Kampung Baru sebagai pusat kota lama yang berfungsi sebagai pusat
pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran dengan skala pelayanan
regional dan kota; serta Batoh/Lamdom yang berperan sebagai pusat kota baru
dengan fungsi pemerintahan, perdagangan, jasa, dan permukiman yang melayani
skala regional maupun kota. Pada tingkat sub pusat kota, terdapat Lamtemen dan
Ulee Kareng yang didominasi oleh fungsi perdagangan, jasa, dan permukiman dengan
jangkauan pelayanan regional hingga lokal.
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Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029
Gambar 2. 7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

Sementara itu, pada tingkat pusat lingkungan, persebaran kawasan lebih
beragam dengan fungsi spesifik sesuai potensi masing-masing wilayah. Lampulo,
misalnya, berperan sebagai pusat kegiatan perikanan, galangan kapal, dan industri
pengolahan ikan serta perumahan nelayan dengan skala pelayanan regional dan kota.
Jambo Tape serta Jeulingke memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan
perkantoran Provinsi Aceh sekaligus kawasan perdagangan dan jasa. Kopelma
Darussalam ditetapkan sebagai kawasan pendidikan tinggi yang juga didukung
dengan fungsi perdagangan dan jasa. Beberapa kawasan lain seperti Neusu, Lueng
Bata, Mibo, Blang Oi, dan Lamteumen juga memiliki kombinasi fungsi perdagangan,
jasa, permukiman, serta fasilitas penunjang lain seperti perkantoran, pelabuhan,
perikanan, maupun wisata, dengan skala pelayanan bervariasi mulai dari lokal, kota,
hingga regional.

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat pelayanan Kota Banda Aceh dapat
dilihat pada Gambar 2.7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh dan
Tabel 2.6 Rencana pusat—pusat Pelayanan Kota Banda Aceh berikut ini.
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Tabel 2. 6 Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh
Pusat Pelayanan /

Subpusat Pelayanan/| _______ Fungsi | _Skala Pelayanan
Unit Lingkungan

A. | Pusat Kota

1

Peunayong / ¢ Pusat pemerintahan Kota Banda Regional & Kota
Kampung Baru Aceh
(Pusat Kota Lama) e Perdagangan dan Jasa
e Perkantoran
2. | Batoh/Lamdom e Pusat pemerintahan / perkantoran | Regional
(Pusat Kota Baru) yang baru Regional & Kota

¢ Pusat perdagangan dan jasa
e Permukiman

B. | Sub Pusat Kota

1. | Lamtemen ¢ Perdagangan dan Jasa Regional dan Lokal
e Permukiman
2. | Ulee Kareng ¢ Perdagangan dan jasa Kota dan lokal

e Permukiman

C. | Pusat Lingkungan

1. | Lampulo e Pelabuhan ikan Regional & Kota

¢ Galangan kapal

¢ Industri pengolahan ikan

e Perumahan nelayan

2. | Jambo Tape e Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Regional
Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting)| Kota dan Lokal

e Perdagangan dan jasa

3. | Neusu ¢ Perdagangan dan jasa Kota dan lokal
e Permukiman
4. | Kopelma Darussalam| e Pendidikan Regional
e Perdagangan dan jasa Kota dan lokal
S | Jeulingke e Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Regional

Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting)| Kota dan Lokal
e Perdagangan dan jasa
e Permukiman

6 | Lueng Bata e Perdagangan dan jasa Kota dan lokal
e Permukiman
7 | Mibo e Pusat Pemerintahan dan Kota dan Lokal

Perkantoran Kota Banda Aceh
e Perdagangan dan jasa
e Permukiman
8 | Blang Oi e Perdagangan dan jasa Kota dan lokal
e Permukiman
e Perikanan

e Pelabuhan Regional dan Lokal
* Wisata

9 | Lamteumen e Perkantoran Regional, Kota dan
¢ Perdagangan dan jasa lokal

e Permukiman

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Rencana pengembangan kawasan pusat kota lama Kota Banda Aceh
bertujuan untuk meningkatkan nilai heritage kawasan Pusat Kota Lama sehingga
meningkatkan nilai historis Kota Banda Aceh. Beberapa kawasan yang menjadi
perhatian dalam rencana ini adalah:

1. Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman

Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman bertujuan untuk
meningkatkan nilai historis dan memberikan citra baru terhadap landmark Provinsi
Aceh, sehingga kawasan ini dapat terpadu sebagai kawasan heritage dengan kawasan
komersial Kota Banda Aceh yang memiliki nilai yang tinggi terhadap fungsi dan citra
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kawasan. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan terhadap pengembangan
kawasan ini adalah peningkatan landmark Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh serta
mendukung penataan kawasan water front city, dimana Sungai Krueng Aceh dan
jembatan Pante Pirak menjadi salah satu gerbang masuk ke kawasan Mesjid Raya
Baiturrahman. Adapun luas kawasan yang akan digunakan untuk area
pengembangan Mesjid Raya Baiturrahman ini adalah sekitar 12,08 Ha, sebagaimana
yang ditunjukkan pada Gambar 2.8 berikut ini:

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 8 Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman Kota
Banda Aceh

2. Pengembangan Kawasan CBD Peunayong

Rencana Pengembangan Kawasan CBD Peunayong terdiri atas dua rencana
pengembangan; (1) Pengembangan Kawasan Terminal Keudah, yang terintegrasi
dengan zona komersial; dan (2) Pengembangan Jembatan Penyebrangan Pedestrian
Keudah-Peunayong. Pengembangan kawasan ini adalah untuk me-revitalisasi
kawasan Pusat Kota Lama kawasan Peunayong.

3. Pengembangan Kawasan Terminal Keudah

Pengembangan Kawasan Terminal Keudah bertujuan untuk meningkatkan
penggunaan transportasi publik di Kota Banda Aceh, meningkatkan akses dan
kenyamanan publik terhadap transportasi publik. Rencana pengembangan kawasan
ini mengadaptasikan konsep mix-use building, dimana Kawasan Terminal Keudah
akan diarahkan untuk menjadi kawasan one-stop shopping, sehingga kawasan ini
mampu untuk menjadi titik transit bagi pengguna angkutan umum. Kawasan ini juga
akan diarahkan untuk memiliki ruang parkir yang luas dan terintegrasi dengan sisi
Barat (J1. Tentara Pelajar) sebagai pintu masuk dan sisi Timur (J1. Cut Mutia) sebagai
pintu keluar. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengembangan kawasan ini
dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut ini:
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Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)
Gambar 2. 9 Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah
Kota Banda Aceh

4. Rencana Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah Peunayong

Jembatan penyebrangan pedestrian Keudah-Peunayong direncanakan
selain fungsinya sebagai jembatan penyebrangan pedestrian, juga akan memiliki
fungsi sebagai daya tarik antara Peunayong dan Keudah, jembatan ini diarahkan
untuk dapat menciptakan ruang publik yang terpadu dengan kawasan perdagangan
dan jasa (dengan spesialisasi kuliner; restoran, warung kopi, dan cafe). Konsep
rencana pengembangan ini dapat dilihat pada Gambar 2.10 berikut ini :
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Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)
Gambar 2. 10 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong Kota Banda
Aceh

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Ditinjau dari wilayah rawan bencana, Kota Banda Aceh masih dalam
kategori sedang. Berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
Banda Aceh memiliki indeks resiko bencana dengan skor 127,31. Sementara itu,
Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana Kota Banda Aceh
berada pada kategori sedang dengan skor 0,58 pada tahun 2020. Adapun ancaman
bencana di Kota Banda Aceh antara lain berupa:
Rawan bencana banjir
Rawan bencana gempa bumi
Rawan bencana tsunami
Ancaman kebakaran hutan dan lahan
Ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi
Ancaman tanah longsor
Ancaman kekeringan
Rawan bencana cuaca ekstrem

XA

Kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan tersebut menjadi salah satu
pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan Banda Aceh ke depan baik dari
segi penetapan struktur ruang dan pola ruang, maupun dalam menentukan
pengaturan bangunan (building code) dan manajemen mitigasi bencana. Untuk lebih
jelasnya kawasan rawan bencana di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.11
sampai dengan 2.14 di bawah ini:
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